
- Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja 
Yang Disusun Tepat Waktu

Terwujudnya Pemerintahan yang 
Akuntabel dan Berkinerja 

4. Persentase Penurunan Genangan Air 
(%)

5. Jumlah rumah yang sudah 
menerima pelayanan jasa pengolahan 

lumpur tinja (RT)

Meningkatnya kemantapan 
infrastruktur jalan dan jembatan

1. Tingkat kemantapan jalan 
kabupaten (%)

2. Persentase jembatan kabupaten 
dalam kondisi baik (%)

Meningkatnya penanganan jalan 
dan jembatan kabupaten 

(peningkatan/rehabilitasi/ 
pemeliharaan)

Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan 
Masyarakat

Tersedianya Sistem Air Limbah 
Domestik dalam Daerah Kabupaten

Meningkatnya Pemungutan PAD

- Jumlah Pemungutan PAD

- Ketepatan waktu pelaporan 
dokumen Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

- Persentase Kinerja Bidang yang 
tercapai 

Meningkatnya Penyusunan 
Dokumen Perencanaan dan 

Anggaran 

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur 
penunjang ekonomi unggulan 

1. Persentase jalan kabupaten kondisi 
baik (%)

2. Proporsi lahan sawah beririgasi baik 
(%)

2. Jumlah Dokumen Perencanaan 
(RISPAM, Jakstrada, dll)

1. Jumlah rumah dengan akses 
pengolahan setempat untuk kegiatan 

pemenuhan pelayanan dasar 

3. Jumlah Sistem Pengelolaan Air 
Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 

(unit)

4. Jumlah rumah yang sudah 
menerima pelayanan jasa penyedotan 

lumpur tinja (RT)

Meningkatnya Kualitas Inovasi 
Daerah

- Nilai Kematangan Inovasi Dinas 
PUTR

Meningkatnya Inovasi Dinas PUTR

- Jumlah Inovasi Dinas PUTR

Terwujudnya Reformasi 
Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

- Indeks Reformasi Birokrasi

CASCADING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Meningkatnya Ketersediaan 
Infrastruktur Dasar bagi masyarakat

1. Persentase jumlah rumah tangga 
yang mendapatkan akses terhadap air 

minum melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi terhadap rumah 
tangga di seluruh kabupaten

2. Persentase jumlah rumah tangga 
yang memperoleh layanan 

pengelolaan air limbah domestik

Meningkatnya Pelaksanaan dan 
Penyusunan Pelaporan Keuangan 

- Jumlah Laporan Keuangan SKPD 
Yang Disusun Tepat Waktu

Meningkatnya SDM dan Disiplin 
Dinas PUTR

- Persentase SDM Aparatur Yang 
Mengikuti Peningkatan Kapasitas 

Tersedianya Sarana dan Prasarana Air 
Minum / Bersih bagi Masyarakat

1. Jumlah Rumah Tangga yang 
Mendapatkan Akses terhadap Air 

Minum melalui SPAM Jaringan 
Perpipaan dan Bukan Jaringan 

Perpipaan Terlindungi terhadap 
Rumah Tangga di seluruh Kabupaten 

2. Jumlah rumah dengan akses 
pengolahan setempat untuk kegiatan 

pemenuhan pelayanan dasar 
menggunakan SPALD T (RT)

Pengeluaran Per Kapita

Meningkatnya Ekonomi Masyarakat 
Miskin dan Rentan Miskin

Laju Inflasi
- Nilai RB Perangkat Daerah

- Nilai AKIP Perangkat Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja Dinas PUTR

- Persentase Kelengkapan Dokumen 
Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi

MISI 2

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 
dan Lingkungan

MISI 1
Memperkuat Tata Kelola 

Pemerintahan yang Bersih, 
Efektif, Demokratis dan 

Transparan

- Jumlah Dokumen Perencanaan 
Yang Disusun 

- Jumlah Rencana Kerja Anggaran 
dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Yang Disusun

2. Panjang drainase yang dibangun 
(meter)

MISI 3

Memperkuat Kemandirian Ekonomi 
dengan Mendorong Sektor Potensi dan 

Unggulan Daerah

Meningkatnya Pertumbuhan dan 
Pemerataan Ekonomi secara 

Berkelanjutan

Nilai PDRB (ADHK)

1. Panjang Ruas Jalan Baru yang 
dibangun (meter)

2. Jumlah Jembatan yang dibangun 
(unit)

3. Panjang Jalan yang ditingkatkan 
(meter)

4. Jumlah Jembatan yang 
ditingkatkan (unit)

5. Panjang Jalan yang 
dipelihara/direhabilitasi (meter)

6. Jumlah Jembatan yang dipelihara / 
direhabilitasi (unit)

7. Persentase Kejadian Bencana di 
Kabupaten yang ditangani (%)

Meningkatnya pengelolaan sumber 
daya air

1. Persentase Indeks Kinerja Sistem 
Irigasi (IKSI) (%)

2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan 
kabupaten yang dilayani jaringan irigasi

Meningkatnya pengembangan sistem 
irigasi kabupaten

1. Persentase panjang jaringan irigasi 
primer kondisi baik

2. Persentase panjang jaringan irigasi 
sekunder kondisi baik

3. Persentase panjang jaringan irigasi 
tersier kondisi baik

Jumlah lembaga pengelola irigasi yang 
terbentuk (komir, sekretariat komir)

Jumlah P3A/GP3A/IP3A terbentuk dan 
Aktif (kelompok)

4. Panjang jaringan irigasi yang dibangun 
(meter)

5. Panjang jaringan irigasi yang 
ditingkatkan (meter)

6. Panjang jaringan irigasi yang 
direhabilitasi (meter)

Meningkatnya pengelolaan dan 
pengambangan sistem drainase yang 

terhubung langsung dengan sungai 
dalam daerah kabupaten

1. Persentase drainase dalam kondisi baik 
(%)

Meningkatnya Penataan Bangunan

4. Persentase kesesuaian bangunan 
dan lingkungannya terhadap 

dokumen RTBL

3. Rasio luas kawasan permukiman rawan 
banjir yang terlindungi oleh infrastruktur 

pengendalian banjir

Meningkatnya Pengamanan Bantaran 
Sungai dan Pantai

1. Panjang Pengamanan Bantaran Sungai 
(Km)

2. Panjang Pengamanan Pantai (Km)
3. Panjang Pemeliharaan Sungai (km)

4. Panjang Sungai yang Dinormalisasikan 
(km)

7. Panjang jaringan irigasi yang 
dilaksanaan operasi dan 

pemeliharaannya (meter)

Meningkatnya pengelolaan sistem 
irigasi

Meningkatnya Perencanaan, 
Pemanfaatan dan Pengendalian 

Ruang yang berkualitas

Meningkatnya Kualitas dan 
Pemenuhan Rencana Tata Ruang 

serta Perwujudan Tertib Tata Ruang

1. Rasio Pemenuhan RTR Daerah (%)
1. Rasio bangunan gedung (kecuali 
rumah tinggal tunggal dan rumah 
deret sederhana) yang laik fungsi

2. Jumlah IMB yang diberikan oleh 
Pemerintah Kabupaten dalam tahun 

eksisting

1. Indeks Penyelenggaraan Penataan 
Ruang (IPPR)

2. Persentase pemanfaatan ruang 
sesuai dengan rencana 

peruntukannya 

Meningkatnya pengendalian dan 
kualitas pembangunan infrastruktur

2. Rasio Kesesuaian Program 
Pembangunan dengan RTR Daerah 

(%)

1. Jumlah tenaga terampil konstruksi 
(orang)

2. Jumlah data dan informasi kasus 
konstruksi cakupan daerah 

kabupaten (dok)

3. Rasio Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang (%)

4. Rasio Penyelesaian Pelanggaran di 
Bidang Tata Ruang (%)

3. Jumlah bangunan pelayanan 
publik yang representatif

Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas tenaga konstruksi

3. Jumlah dokumen pengawasan 
tertib usaha, tertib penyelenggaraan 

dan tertib pemanfaatan jasa 
konstruksi (dok)

1. Rasio proyek yang menjadi 
kewenangan pengawasannya tanpa 

kecelakaan konstruksi
2. Rasio tenaga 

operator/teknisi/analisis yang 
memiliki sertifikat kompetensi

3. Rasio kepatuhan IMB 

MISI I

KINERJA STRATEGIS 
DAERAH

KINERJA STRATEGIS PD

(ESS II)

KINERJA TAKTIKAL 

(ESS III)

KINERJA OPERASIONAL 

(ESS IV)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 
MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 
Daerah Kabupaten/Kota
1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
3) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh 

Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
5) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
6) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 
Kabupaten/Kota
1)   Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
2)    Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
3)    Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung 
dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1)   Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase 
Perkotaan
2)   Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
3)   Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
4)   Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
5)   Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, 
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 
Gedung

1) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik 
Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan 
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

2) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan 
Gedung Daerah Kabupaten/Kota

3) Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah 
Kabupaten/Kota
1) Penataan Bangunan dan Lingkungan
2) Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan 
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

2) Pembangunan Jalan
3) Rekonstruksi Jalan
4) Rehabilitasi Jalan
5) Pemeliharaan Rutin Jalan
6) Pembangunan Jembatan
7) Rehabilitasi Jembatan
8) Pemeliharaan Rutin
9) Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1)   Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2     Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3)   Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Mebel

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 
Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 

Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
2) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
5) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada 
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota
1) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
2) Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) 

Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
3) Operasi dan Pemeliharaan Sungai

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota
1)   Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib 
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1) Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
2) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, 

dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana 
Rinci Tata Ruang (RRTR) 
1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi 

dan Penetapan RRTR
2) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan 

Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan 
Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan 
Jalan dan Jembatan
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi 

dan Pembangunan Daerah
2) Sistem Informasi Penataan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan 
Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan 
Jalan dan Jembatan
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum 

Bidang Penataan Ruang
2) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan
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